
 
 

 
 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  

NOMOR 24 TAHUN 2016 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN 

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA  
SERTA PENYAMPAIANNYA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam                          

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya dan ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merubah Ketiga 
atas Lampiran III Peraturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan 
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya di Lingkungan 
Pemerintah Kota  Padang Panjang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 
di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.  

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 962); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4286);  



 
 

 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4574); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal  (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  



 
 

 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5272); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2008 Nomor 8 Seri E. 2); 

19. Peraturan Walikota  Padang Panjang Nomor 72 Tahun 
2008 tentang Sistem dan Prosedur  Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2008 Nomor 72.Seri E.3); 

 
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 
Panjang sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2016 Nomor 3 Seri A.2). 

 

MEMPERHATIKAN : Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang 
Panjang Tahun Anggaran 2015. 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA 
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 
PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA 
PENYAMPAIANNYA. 

 
 
 



 
 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Padang 
Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata                            
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Walikota ini. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.  

 
Ditetapkan di  :  Padang Panjang 
pada tanggal  :  11 Oktober 2016 

         WALIKOTA PADANG PANJANG, 

dto 

         HENDRI ARNIS 

  

 

 
Diundangkan di : Padang Panjang 
pada tanggal : 11 Oktober 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG 
 

dto 
 

EDWAR JULIARTHA 
 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 24 SERI E.12 

 




